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NOTA DINAS

NOMOR  2191//PR.09.01/07/2022

Kepada :   1. Bapak Sekretaris Jenderal MK RI

    2. Bapak Panitera MK RI

Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Hal : Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat Tahun 2021 

Tanggal : 06 Juli 2022

Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk mengevaluasi hasil Survei Indeks

Kepuasan Masyarakat MK Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik, bersama ini kami sampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 (terlampir), sesuai hasil pembahasan

bersama pada unit-unit kerja penanggung jawab.

Tindak lanjut hasil survei ini dapat menjadi catatan perbaikan bagi unit kerja

penanggung jawab, untuk menyempurnakan kinerja pelayanan Mahkamah Konstitusi

kepada masyarakat di tahun mendatang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan

terima kasih.

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan,

Tatang Garjito
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Matriks Tindak Lanjut Hasil Survei  

Indeks Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 

 

1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi  
Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

1) Fasilitas yang diusulkan untuk 
ditambahkan dan diperbaiki pada layanan 
persidangan: 

 Mesin fotocopy dan printer gratis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 MK telah mefasilitasi para pihak dengan pojok 
digital yang terdiri dengan perangkat komputer, 
scanner dan printer. Sedangkan mengenai 
penyediaan fotocopy, MK melalui PMK Nomor 2 
Tahun 2021 telah memberikan kemudahan Para 
Pihak, hanya menyerahkan 1 rangkap 
permohonan, sedangkan kebutuhan yang lain, 
internal Mahkamah Konstitusi yang 
menggandakannya sendiri.  
 

Foto Ruangan Pojok Digital dengan Fasilitas PC, 
Scanner dan Printer yang dapat secara gratis 
digunakan oleh Para Pihak secara Gratis 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruang tunggu dan ruang diskusi 
untuk para advokat, yang dilengkapi 
juga dengan bahan bacaan dan 
televisi yang juga menyiarkan video 
sidang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshot Peraturan Mahkamah Konstitusi  yang 
menggambarkan kemudahan kepada pihak yang 
mengajukan poermohonan 
 

 
 

 MK juga telah menyediakan ruang tunggu yang 
layak kepada para pihak yang berperkara ketika 
persidangan dilakukan secara luring maupun 
hybrid (kombinasi daring dan luring). 

 
Foto Ruang Tunggu Para Pihak 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cafetaria disekitar ruang sidang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Terkait penyediaan cafetaria di Gedung MK, telah 
tersedia,  
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

 Ketersediaan penerjemah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketersediaan perangkat audio yang 
memadai sehingga tidak sering 
terjadi gangguan saat sidang 

 

 Mengenai layanan penerjamah, bagi para pihak, 
MK telah mengaturnya dalam Peraturan 
Mahkamah Konstitusi 

 
 

 
 

 MK sedang melakukan langkah langkah perbaikan 
audio ruang sidang pleno dan panel, yang 
dilakukan mulai rapat untuk melakukan review 
terkait teknologi yang ada, lalu rapat lanjutan untuk 
membahas masukan usulan konsultan dan upaya 
pengajuan usulan tambahan sarana prasarana 
persidangan pada pagu anggaran TA 2023 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

2) Petugas harus lebih responsif 
menanggapi permohonan informasi  

Terkait responsifitas pegawai, MK selalu berusaha 
meningkatkan kompetensi dan keahlian teknis terkait 
hal-hal yang terkait layanan publik khusunya dalam hal 
ini layanan publik penanganan perkara baik kepada 
PNS maupun Tenaga Mancadaya yang memberikan 
dukungan dan pelayanan pada semua pengunjung 
Gedung Mahkamah Konstitusi melalui Pendidikan dan 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

Pelatihan maupun melalui Workshop.  
Selain itu semua informasi khususnya terkait layanan 
publik penanganan perkara termasuk alur yang 
menggambarkan tahapan jadwal tahapan suatu 
perkara sampai mana  telah mudah diakses secara 
terbuka di laman mkri.id 
 

 
 
 

3) Jangan mentolerir keterlambatan para 
pihak  

Mahkamah Konstitusi selalu terus menerus berupaya 
menginformasikan dan mengingatkan jadwal sidang 
sidang baik melalui aplikasi WA, email, dan website, 
agar persidangan dapat dimulai tepat waktu dan 
berjalan tertib serta  lancar. 
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak serta merta 
memberikan kesempatan pihak berperkara yang 
terlambat di ruang sidang tanpa ada argument yang 
dapat diterima oleh Majelis Hakim seperti yang diatur 
dalam Hukum Acara MK, serta Majelis Hakim selalu 
mengirformasikan secara terbuka apa yang menjadi 
alasan dipertimbangkannya permohonan tersebut 
secara terbuka. 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



9 

 

Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

 
 

4) Hukum acara persidangan harus lebih 
diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi 

MK telah melaksanakan persidangan sesuai dengan 
hukum acara yang berlaku dan selalu 
mensosialisasikan hukum acara tersebut kepada 
organisasi advokat, organisasi masyarakat pada 
umumnya, kalangan perguruan tinggi untuk 
memberikan pemahaman yang lebih baik kepada 
seluruh masyarakat. 
 

 
 
 
 
 

5) Petugas tidak merokok di dalam MK telah menerbitkan surat edaran, rambu-rambu, dan 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

gedung Mahkamah Konstitusi  dilakukan teguran terhadap pegawai yang kedapatan 
merokok. Selain itu pemantauan dilakukan petugas 
keamanan juga melalui  di CCTV. 
Area merokok di luar Gedung MK telah disiapkan bagi 
yang akan merokok. 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

6) Percepat Kepastian Jadwal sidang  Ketentuan terkait penjadwalan sidang telah tertuang 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

dengan jelas dalam PMK yang mengantur Hukum 
Acara di MK, sidang pertama 5 hari kerja sebelum 
sidang harus sudah diterima para pihak. Jadwal sidang 
lanjutan 3 hari kerja sebelum sidang harus sudah 
diterima para pihak. Jadwal sidang dimuat di web MK 
dan dilakukan upaya pengiriman melalui simpp, wa, 
email agar para pihak beracara dapat dengan cepat 
mendapatkan informasi terkait jadwal sidang. 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7) Petugas sidang harus siaga hingga 
akhir sidang, sehingga ketika ada 

Laporan Pelaksanaan dan dukungan persidangan 
selalu dimonitor tiap hari dan MK telah mempunyai 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

masalah dapat segera diatasi  aplikasi checklist untuk memastikan atau mengkontrol 
kesiapan petugas dan sarana dan prasara 
persidangan sampai dengan persidangan berakhir 
 

 
 
 
 

 
 
 

8) Hakim yang bertugas harus sesuai 
dengan backgroundnya  

Penetapan Panel Hakim diputuskan oleh Mahkamah 
Konstitusi dengan berbagai pertimbangan, dan 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. 
 

9) Salinan putusan sebaiknya diberikan 
secara langsung  

Ketentuan penyerahan salinan putusan di PMK, dan 
standar pelayanan penyerahan Salinan Putusan telah 
dilaksanakan. Salinan Putusan diserahkan baik 
hardcopy jika sidang pembacaan putusan 
dilaksanakan secara luring dan jika sidang pembacaan 
putusan dilaksanakan secara luring dikarenakan 
protokol kesehatan di era pandemi covid 19, Salinan 
langsung diterima melalui email semua pihak dan bisa 
didapatkan juga dengan mendownload melalui laman 
MK secara gratis 30 menit setelah persidangan 
selesai. 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

 
10) Dibuat protokol / acara resmi 

penyerahan putusan  
Jika persidangan pembacaan putusan dilaksanakan 
secara luring, proses penyerahan Salinan putusan 
dilaksanakan dengan resmi dengan petugas protokol 
persidangan. Namun dikarenakan pandemi covid 19, 
MK menyelenggarakan sidang pembacaan putusan 
secara daring sehingga penyerahan putusan tidak 
dilakukan secara luring tetapi menggunakan aplikasi, 
email, laman MK, tanpa mengurangi hak para pihak 
mendapatkan Salinan putusan dengan cepat. 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

 

 
 
 
 
 

11) Putusan diberikan/diemail segera 
setelah sidang selesai  

Dikarenakan pandemi, MK menyelenggarakan sidang 
secara daring sehingga penyerahan putusan tidak 
dilakukan secara luring tetapi menggunakan aplikasi, 
email, laman MK. 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 
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Rekomendasi Perbaikan Tindak Lanjut 

 
 

 
 
 

 

 

2. Indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara  
Rekomendasi 

Perbaikan 
Tindak Lanjut 

1) Terkait 
dengan 
layanan Live 
Streaming: 

 Perbaikan 
kualitas 
suara 
agar tidak 
terlalu 
kecil dan 
terputus 
putus.  

 Bandwith 
internet 
ditambah 
agar video 
streaming 
tidak 
terputus 
putus.  

 

1. Petugas persidangan sudah menjalankan tugas sesuai dengan protap 
yang ada. Sebelum persidangan dimulai, petugas IT melakukan persiapan 
sesuai dengan checklist persiapan persidangan. Salah satu item checklist 
adalah uji coba suara dan gambar dengan seluruh pihak yang mengikuti 
persidangan secara online, untuk memastikan kualitas komunikasi dalam 
persidangan secara online dapat berjalan dengan baik. Dalam kondisi 
tertentu apabila masih belum dapat berkomunikasi dengan baik antara 
Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi dengan para pihak, maka Pustik dan 
Biro HAK segera melakukan pengecekan/perbaikan internal. Apabila 
kendala atau permasalahan ada dari pihak eksternal, maka petugas akan 
memberikan masukan/saran kepada para pihak terkait dengan peralatan 
yang digunakan para pihak agar jaringan komunikasi bisa berjalan dengan 
baik dan sesuai aturan persidangan MK.     
.     
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Rekomendasi 
Perbaikan 

Tindak Lanjut 

 Video 
tidak 
hanya 
memuat 
majelis 
dan 
dokumen 
saja, 
namun 
juga 
memuat 
argument
asi para 
pihak 
lainnya.  

 Judul 
video 
memuat 
nama 
undang 
undang 
yang diuji 
sehingga 
memudah
kan 
pencarian.  

 Video 
juga di-
upload di 
Youtube  

 Pengedita
n Video 
tidak 
menguran
gi esensi 
dari 
persidang
an.  

 Server 
website 
ditingkatk
an agar 
tidak error 
(request 
time out) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Bandwidth Mahkamah Konstitusi saat ini sudah sebesar 300 Mbps 
Internasional dan 700 Mbps Lokal. Bandwidth ini sudah mencukupi untuk 
men-stream persidangan melalui youtube.  

MK juga sudah menggunakan layanan jalur backup yang apabila terdapat 
masalah pada koneksi jaringan utama, koneksi secara otomatis akan 
berpindah ke jalur backup untuk menjaga keberlangsungan koneksi 
internet.  

Bandwidth Internasional : 
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Rekomendasi 
Perbaikan 

Tindak Lanjut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandwidth Lokal : 

 

TOPOLOGY : 

 

3. Sudah diakomodir untuk memperlihatkan pihak-pihak yang berperkara 
berbicara dalam proses persidangan, dan dapat disaksikan streaming di 
kanal youtube Mahkamah Konstitusi (bukti screenshoot). 
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Rekomendasi 
Perbaikan 

Tindak Lanjut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Sudah diakomodir untuk penulisan Judul dan deskripsi singkat pada video 
streaming pada kanal youtube Mahkamah Konstitusi RI (bukti 
screenshoot). 

 

 
 
5. Video Persidangan disiarkan secara langsung melalui youtube dan 

tersimpan dalam waktu yang lama di kanal youtube Mahkamah Konstitusi 
RI (bukti screenshoot). 

 
 
6. Video persidangan di MK tidak dilakukan pengeditan/editing karena 

tayangan persidangan dilakukan secara live streaming dan otomatis 
tersimpan di kanal youtube MK.  
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Rekomendasi 
Perbaikan 

Tindak Lanjut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Server website sudah ditingkatkan performanya dengan cara menambah 

spesifikasi server dan diterapkan load balance, yaitu dengan membagi 
akses dari client ke beberapa server yang berbeda agar beban server 
berkurang dan mempercepat pemrosesan data. 
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Rekomendasi 
Perbaikan 

Tindak Lanjut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Website 
dibuat lebih 
simpel, agar 
dapat 
dipahami 
oleh 
masyarakat 
yang lebih 
awam. 

Website MK telah mengalami banyak perubahan tampilan atau design dengan 
mempertimbangkan aspek kemudahan bagi masyarakat dan para pencari 
keadilan untuk mendapatkan informasi perkara dan persidangan di MK maupun 
informasi yang bersifat umum (bukti screenshoot). 
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Rekomendasi 
Perbaikan 

Tindak Lanjut 

3) Secepatnya 
mengupdate 
jadwal 
sidang, 
putusan 
maupun 
risalah 
sidang dan 
menginforma
sikannya 
kepada para 
pihak 
menggunaka
n berbagai 
media 
komunikasi 
baik itu email 
ataupun 
WhatsApp.  

Tindak Lanjut dari Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan: 
 
Jadwal sidang dimuat di web MK dan dilakukan upaya pengiriman melalui 
simpp, wa, email, dst.  
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Rekomendasi 
Perbaikan 

Tindak Lanjut 

 
 
 
 
 

 
 
 



30 

 

Rekomendasi 
Perbaikan 

Tindak Lanjut 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4) Memudahka Kemudahan kepada para pihak beracara telah dituangkan dalam Hukum Acara 
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Rekomendasi 
Perbaikan 

Tindak Lanjut 

n para pihak 
dengan tidak 
perlu 
mewajibkan 
menyediakan 
dan 
membawa 
hardcopy 
dokumen. 

yang salah satunya mengatur terkait pengajuan permohonan. 
 

 
5) Berita yang 

ditampilkan 
harus dibuat 
lebih 
beragam, 
tidak hanya 
terkait 
dengan MK 
saja 
sehingga 
menarik 
minat publik 
yang lebih 
luas. 
Termasuk 
berita berita 
tentang 
kajian atau 
diskusi publik 
terkait 
putusan 
putusan MK 
juga perlu 
diperbanyak. 

 Berita yang ditampilkan harus dibuat lebih 
beragam, tidak hanya terkait dengan MK saja 
 

Berita MK merupakan produk media internal, 
sehingga bersifat deskriptif, normatif dan informatif. 
Informasi di dalamnya menjadi tolak ukur keakuratan 
pemberitaan bagi media-media lain. Penambahan 
perspektif pihak luar pada berita MK malah 
berpotensi menghilangkan kekhasan dan otentisitas 
pemberitaan tersebut. 

 

 Termasuk berita tentang kajian atau diskusi publik 
terkait putusan MK 
 

Kajian MK dapat diakses di fitur tersendiri. 
Stakeholder dapat membuka menu Publikasi 
kemudian pilih “Hasil Penelitian” pada Laman MK 
atau mengakses: 
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Penelitian&
pages=1&menu=7 

 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Penelitian&pages=1&menu=7
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Penelitian&pages=1&menu=7
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Rekomendasi 
Perbaikan 

Tindak Lanjut 

  

 

Diskusi publik berkenaan dengan kesadaran 
berkonstitusi sudah diberitakan. Namun demikian, 
dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, 
diskusi mengenai hal ini tidak dapat diadakan. 
Berita diskusi publik MK: 
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1
7261  
 
 

6) Gaya 
penulisan 
dan 
kesesuaian 
antara judul 
berita 
dengan 
isinya harap 
lebih 
diperhatikan, 
karena ada 
yang beda 
penafsiran. 

 

Judul berita-berita MK sudah disesuaikan sedapat mungkin dengan 
isi serta menggambarkan keseluruhan kegiatan. Karena sifat berita 
MK yang deskriptif, normatif, dan informatif, tidak terdapat redaksi 
yang bersifat opini. Dengan kata lain, beda tafsir antara judul dan isi 
sebenarnya sudah diminamilisir. 
Berita menjelaskan keseluruhan kegiatan: 
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18233  

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17261
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17261
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18233
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Rekomendasi 
Perbaikan 

Tindak Lanjut 

 
 
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18114  

 
 
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18312&menu
=2 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18114
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18312&menu=2
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18312&menu=2
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Rekomendasi 
Perbaikan 

Tindak Lanjut 
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